BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inventarisasi dan

legalisasi aset tetap khususnya kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa :

1.

Inventarisasi aset tetap kendaraan belum optimal. Hal ini disebabkan
pemindahtangan aset tetap kendaraan tersebut yang masih mengalami
kendala. Kendala-kendala dimaksud antara lain : pengurusan dokumen
seperti BPKB dan STNK kendaraan serta kurangnya pengetahuan dalam
kegiatan inventarisasi

Dalam menginventaris aset tetap khususnya kendaraan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah belum mengikuti tata cara inventarisasi
yang benar dan akurat hal ini dilihat dari kualifikasi pendidikan khusus
pada bidang Keuangan yang memiliki jumlah pegawai 8, dan yang
memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi khususnya jurusan
Akuntansi hanya berjumlah 2 orang.

Dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan inventaris yaitu : aset
tetap kendaraan tersebut tidak bisa menjadi milik dari pemerintah daerah
khususnya Badsan Penanggulangan Bencana Daerah walaupun secara fisik

dan digunakan oleh Badan tersebut.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan
saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

1. Melakukan inventarisasi aset tetap kendaraan dengan baik dan benar.

2. Perlu pelatihan kepada para pegawai dalam pelaksanaan inventarisasi aset
tetap kendaraan bermotor maupun aset tetap lainnya
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